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ABSTRAK 

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT 

NIKAH PERKAWINAN POLIGINI YANG TIDAK TERCATAT 

 

Oleh 

Dilla Aulia Puspita 

Poligini merupakan perkawinan dimana seorang suami mengawini istri lebih dari 

seorang. Banyak masyarakat yang melangsungkan poligini tanpa memenuhi syarat 

materil dan formil sehingga perkawinannya tidak dicatat di KUA. Hal tersebut 

menimbulkan banyak permasalahan terkait kepastian hukum perkawinan serta 

kepastian hukum anak hasil perkawinan tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam 

penulisan hukum ini adalah bagaimanakah akibat serta upaya hukum terhadap 

permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat. 

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dan tipe penelitian deskriptif. Data 

yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. 

Setelah data terkumpul, lalu diolah dengan metode pengolahan data secara 

kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan mengenai istbat nikah 

poligini atas dasar perkawinan tidak tercatat tidak diatur secara terperinci dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun kehadiran SEMA No. 3 Tahun 

2018 menjadi salah satu unsur pertimbangan hakim dalam menolak dan 

mengabulkan permohonan itsbat nikah. Bahwa penolakan istbat nikah perkawinan 

poligini yang tidak tercatat memiliki akibat hukum yang berhubungan dengan 

kepastian hukum perkawinannya serta berimbas kepada kepastian anaknya. Bahwa 

perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga bila dikemudian hari 

suami istri memiliki masalah terhadap perkawinannya maka akan sulit bahkan tidak 

dapat melakukan upaya hukum. Bagi yang ingin mendapatkan kepastian 

perkawinannya, pasangan suami istri dapat melakukan upaya hukum jika 

permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat ditolak dengan 

cara menikah ulang, mengajukan kasasi dan untuk kepentingan anak dapat 

mengajukan asal usul anak ke pengadilan. Bagi yang ingin menikah dianjurkan 

untuk mencatatkan perkawinannya dan bagi PPN baiknya memberikan edukasi 

kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk mewujudkan 

ketertiban serta melindungi hak administrasi dari perkawinan serta anaknya. 

Kata Kunci: Perkawinan, Istbat Nikah Poligini, Penolakan, Akibat Hukum. 
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ABSTRACT 

LEGAL CONSEQUENCES OF REJECTION OF AN UNREGISTERED 

POLYGAMOUS MARRIAGE ITSBAT APPLCICATION 

 

By 

Dilla Aulia Puspita 

Polygyny is a marriage where a husband marries more than one wife. Many people 

practice polygyny without fulfilling the material and formal requirements so that 

their marriages are not registered at the KUA. This raises many problems related to 

the legal certainty of marriage and the legal certainty of children resulting from that 

marriage. The problem examined in this legal writing is what are the consequences 

and legal remedies for requests for itsbat marriages for unregistered polygynous 

marriages. 

This research uses normative methods and descriptive research type. The data used 

is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials 

and tertiary legal materials. This research uses data collection methods by means of 

literature study, document study and interviews. After the data is collected, it is then 

processed using qualitative data processing methods. 

The results of this research show that the provisions regarding polygynous marriage 

istbat on the basis of unregistered marriages are not regulated in detail in Indonesian 

legislation, however the presence of SEMA No. 3 of 2018 is one of the elements of 

the judge's consideration in rejecting and granting the application for marriage 

registration. That the rejection of the marriage certificate of an unregistered 

polygynous marriage has legal consequences related to the legal certainty of the 

marriage and impacts the certainty of the child. That the marriage does not have 

legal force so that if in the future the husband and wife have problems with their 

marriage it will be difficult or even impossible to take legal action. For those who 

want to get certainty about their marriage, a husband and wife can take legal action 

if their application for an unregistered polygynous marriage isbat is rejected by 

remarrying, filing a cassation and for the benefit of the child, they can submit the 

child's origins to court. Those who want to get married are advised to register their 

marriage to create order and protect the administrative rights of marriage and 

children. 

Keywords: Marriage, Polygynous Marriage Istbat, Rejection, Legal 

Consequences.
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“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan 

sabar dan solat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 

(Q.S Al-Baqarah: 153) 

 

“A strong hope can make your dreams come true.” 

(Anonim) 

 

“Kesempatan kamu untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur oleh 

seberapa besar kepercayaan kamu pada diri sendiri.” 

(Robert Collier) 

  

“Teruslah bermimpi, walau kenyataannya jauh berbeda. Percayalah, lelah ini 

hanya sebentar saja. Jangan menyerah, walaupun tak mudah meraihnya.” 

(Ipang, Meraih Mimpi) 

  



ix 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah 

memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar 

dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini 

 

Kupersembahkan skripsi ini kepada : 

 

Kedua Orang Tuaku, 

Alex Zakaria dan Yetty Eliana yang telah berkorban, memberikan cinta, kasih 

sayang, dan dukungan finansial, serta memberi motivasi untuk meraih pendidikan 

setinggi-tingginya dengan iringan doa untuk keberhasilan serta kesuksesanku di 

dunia dan akhirat. 

 

  



x 

 

 

SANWACANA 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur atas 

kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “AKIBAT HUKUM 

TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH 

PERKAWINAN POLIGINI YANG TIDAK TERCATAT” sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan 

dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga 

penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung; 

2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata 

Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M. Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum 

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C., selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, 



xi 

 

 

 

dukungan, bantuan serta doa yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi 

ini; 

5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, dukungan, 

bantuan serta doa yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini; 

6. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembahas I yang telah 

memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi 

ini; 

7. Bapak Sepriyadi Adhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah 

memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi 

ini; 

8. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

membantu dan memberi arahan selama penulis menempuh pendidikan di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen 

bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang 

bermanfaat bagi penulis; 

10. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu 

penulis secara teknis maupun administratif selama penulis menempuh 

Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

11. Kakak-ku dr. Desy Elia Pratiwi, abang-ku Aldafa Ilham Zahresi, M. Akmaldho 

Banniposai Indrajaya, dan adikku Dira Firliana, yang telah memberi kasih 

sayang, semangat, dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini; 

  



xii 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

ABSTRAK .............................................................................................................. i 

COVER DALAM ................................................................................................. iii 

PERSETUJUAN ................................................................................................... iv 

PENGESAHAN ...................................................................................................... v 

PERNYATAAN .................................................................................................... vi 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. vii 

MOTO ................................................................................................................. viii 

PERSEMBAHAN ................................................................................................. ix 

SANWACANA ....................................................................................................... x 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xiii 

 

I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................... 7 

1.3 Ruang Lingkup.......................................................................................... 7 

1.4 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 8 

1.5 Kegunaan Penelitian ................................................................................. 8 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................... 9 

2.1 Perkawinan ................................................................................................ 9 

2.1.1. Pengertian Perkawinan ...................................................................... 9 

2.1.2. Tujuan Perkawinan .......................................................................... 10 

2.1.3. Rukun dan Syarat Perkawinan ......................................................... 11 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah ................................................... 15 

2.2.1. Pengertian Itsbat Nikah .................................................................... 15 

2.2.2. Tujuan Itsbat Nikah ......................................................................... 16 

2.3 Poligini .................................................................................................... 17 

2.3.1. Pengertian Poligini ........................................................................... 17 

2.3.2. Jenis Poligini .................................................................................... 18 

2.4. Perkawinan Tidak Tercatat ..................................................................... 19 

2.4.1. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat ............................................ 19 

2.4.2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan ............................................. 20 

2.4.3. Tujuan Pencatatan Perkawinan ........................................................ 23 

2.5 Kerangka Pikir ........................................................................................ 24



xiv 

 

 

III. METODE PENELITIAN ............................................................................. 26 

3.1. Jenis Penelitian........................................................................................ 26 

3.2. Tipe Penelitian ........................................................................................ 27 

3.3. Pendekatan Penelitian ............................................................................. 27 

3.4. Data Dan Sumber Data ........................................................................... 27 

3.5. Metode Pengumpulan Data ..................................................................... 28 

3.6. Metode Pengolahan Data ........................................................................ 29 

3.7. Analisis Data ........................................................................................... 30 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................... 31 

4.1. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Perkawinan 

Poligini Yang Tidak Tercatat. ................................................................. 31 

4.2. Upaya Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Perkawinan 

Poligini yang Tidak Tercatat ............................................................................ 62 

 

V. PENUTUP ........................................................................................................ 69 

5.1. Kesimpulan ............................................................................................. 69 

5.2. Saran ....................................................................................................... 70 

 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 71 

  

 

  

 

  



 

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latari Belakang 

Perkawinani merupakani langkahi pentingi untuki membentuki rumahi tanggai sertai 

memenuhii kebutuhani biologisi manusiai dalami mewujudkani rumahi tanggai yangi 

bahagiai dani sesuaii dengani ketentuani agama.i Sebagaimanai yangi difirmankani 

dalami Q.Si Ar-Rumi Ayati 21i yangi berbunyi.i “Dani diantarai tanda-tandai kekuasan-

Nyai ialahi Diai menciptakani untukmui pasangani hidupi darii jenismui sendiri,i supayai 

kamui cenderungi dani merasai tenterami kepadanyai dani dijadikan-Nyai dii antaramui 

rasai kasihi sayang.”i Dengani adanyai perkawinani tersebut,i makai dapati 

memperpanjangi garisi keturunani sertai menghindarkani dirii darii zina.1i  

Wirjonoi Prodjodikoro,i menyatakani bahwai perkawinani adalahi hidupi bersamai darii 

seorangi laki-lakii dani perempuani yangi memenuhii syarat-syarati tertentui dani padai 

dasarnyai perkawinani merupakani suatui perjanjiani yangi mengikati lahiri dani batini 

dengani dasari iman.2i Pasali 1i Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i Tentangi 

Perkawinan,i menyatakani bahwai perkawinani yaitu:i “Ikatani lahiri batini antarai 

seorangi priai dengani seorangi wanitai sebagaii suamii istrii dengani tujuani membentuki 

sebuahi keluargai yangi bahagiai dani kekali berdasarkani Ketuhanani Yangi Mahai Esa.

 
1 Anjani Sipahutar, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang 

Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Artikel 

Jurnal, Doktrina: Journal of Law. 2019. 
2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7-8. 
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Perkawinani memilikii tujuani untuki membentuki keluargai yangi bahagiai dani 

sejahtera.i Keluargai yangi bahagiai akani menciptakani rasai damaii dani salingi 

mencintai,i sedangkani sejahterai berartii kebutuhan-kebutuhani yangi diperlukani telahi 

tercukupi.i Dasari hukumi perkawinani dii Indonesiai diaturi dalami Undang-Undangi 

Nomori 1i Tahuni 1974i Tentangi Perkawinani (UUP).i Menuruti Pasali 2i ayati (1)i UUPi 

menegaskani bahwai yangi disebuti dengani perkawinani sahi apabilai dilakukani 

menuruti hukumi masing-masingi agamai dani kepercayaannya.3i Bahwai jikai 

perkawinani telahi memenuhii syarati dani rukuni nikah,i makai perkawinani tersebuti 

dianggapi sahi menuruti agamai dani kepercayaan. 

Asasi perkawinani dii Indonesiai yaitui perkawinani monogami.i Menuruti Sanderson,i 

Monogamii ialahi perkawinani yangi dilakukani olehi seorangi priai dengani seorangi 

wanita.4i Pasali 3i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i tentangi 

Perkawinan,i menyatakani bahwai Indonesiai menganuti sistemi perkawinani 

berdasarkani asasi monogamii yaitui dimanai seorangi priai hanyai bolehi memilikii 

seorangi istrii dani sebaliknya.i Dalami Pasali 3i Ayati (2)i dani Pasali 4i Undang-Undangi 

Nomori 1i Tahuni 1974i tentangi Perkawinani menyatakani bahwa,i monogamii yangi 

diterapkani dii Indonesiai merupakani monogamii secarai relatifi yangi berartii 

memberikani peluangi bagii seseorangi laki-lakii dapati melakukani poliginii dengani 

syarati dani ketentuani yangi berlakui sesuaii perundang-undangan.i i Artinya,i apabilai 

dikehendakii olehi pihak-pihaki yangi bersangkutani dengani mengajukani permohonani 

kepadai pengadilani dii daerahi tempati tinggalnyai makai poliginii dapati dilakukan.i  

 
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). 
4 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 159. 
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Adapuni perkawinani dalami bentuki poliginii dani poliandri,i akani tetapii hukumi dii 

indonesiai melarangi bentuki perkawinani poliandrii tersebuti karenai poliandrii adalahi 

perkawinani antarai seorangi wanitai dengani beberapai laki-laki,i yangi dimanai harami 

hukumnyai menuruti agamai maupuni negara.5i Masyarakati umumi mengenali poliginii 

adalahi poligami.i Poligamii merupakani perkawinani dii manai seorangi laki-lakii 

memilikii istrii lebihi darii satui orang,i tetapii tetapi dibatasii palingi banyaki empati 

orang.6i Pasali 4i ayati (2)i UUi Perkawinani memperbolehkani poliginii dengani 

beberapai alasan,i yangi pertamai apabilai suamii mempunyaii dorongani nafsui tetapii sii 

istrii tidaki dapati lagii memenuhii kebutuhani suaminya.i Kedua,i istrii yangi dalami 

keadaani sakiti sehinggai iai tidaki dapati lagii melayanii suaminya.i Dani yangi terakhir,i 

istrii tidaki dapati melahirkani keturunan.7i  

Poliginii tidaki dapati dilakukani dengani bebas,i tetapii harusi memenuhii persyaratani 

dani proseduri pengajuani permohonani izini poliginii kei Pengadilan.i Salahi satui syarati 

bolehi dilakukannyai poliginii adalahi istrii pertamai memberii izini suamii untuki 

menikahi lagi.8i Bilai istrii tidaki memberikani izini poliginii kepadai suami,i makai 

persyaratani untuki mengajukani kei Pengadilani puni tidaki terpenuhi,i dani akibatnyai 

adalahi perkawinani tersebuti tidaki dapati dicatatkan. 

Berdasarkani Undang-Undangi Perkawinani Nomori 1i Tahuni 1974i Pasali 2i ayati 2,i 

dijelaskani dengani tegasi bahwai setiapi perkawinani dicatati menuruti perundang-

undangani yangi berlaku.i Pencatatani perkawinani dii Indonesiai bertujuani untuki 

 
5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan 
6 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 129. 
7 Kasmuri Selamat, Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga, Kalam Mulia, Jakarta, 1998, hlm. 

30. 
8 Dian Latifiani, Urgensi Persetujuan Istri Dalam Ijin Poligami Suami di Kelurahaan Gunungpasti 

Semarang, Jurnal, ABDIMAS Vol. 18 No. 1, 2014 
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memberikani perlindungani dani kepastiani agari menjadii buktii pentingi dihadapani 

hukum.9i Sehinggai bilai perkawinani tersebuti tidaki dicatatkani makai terdapati 

berbagaii akibati hukumi yangi timbuli terhadapi perkawinannya. 

Akibati hukumi merupakani suatui akibati yangi diberikani olehi hukumi atasi peristiwai 

hukumi ataui perbuatani darii subjeki hukumi tertentu.10
i Menuruti Soedjonoi 

Dirdjosisworo,i menyatakani bahwai akibati hukumi timbuli karenai adanyai hubungani 

hukumi yangi dimanai dalami hubungani tersebuti terdapati haki dani kewajiban.11
i 

Akibati hukumi dalami hukumi perdatai munculi karenai adanyai haki dani kewajiban.i 

Jikai haki dani kewajibani terganggui makai munculahi akibati hukumi karenai padai 

dasarnya,i hukumi adalahi melindungii masyarakati baiki secarai hukumi publiki maupuni 

privat.12
i  

Perkawinani yangi tidaki dicatati berakibati padai kedudukani perkawinani sertai statusi 

anaki yangi dilahirkan,i anaki tersebuti dianggapi sebagaii anaki diluari kawini menuruti 

hukumi dani konsekuensinyai anaki hanyai mempunyaii hubungani perdatai dengani ibui 

dani keluargai ibunya.13
i Anaki merupakani amanahi sekaligusi karuniai Allahi SWT.,i 

makai darii itu,i taki jarangi orangi tuai menganggapi anaki sebagaii kekayaani yangi tiadai 

bandingnya.i Sehingga,i anaki harusi dijagai dani dilindungii karenai dalami dirii anak,i 

harkati martabati dani hak-haki sebagaii manusiai yangi harusi dijunjungi tinggi.i 

Ditegaskani dalami UUDi 1945i Pasali 28Bi ayati (2),i anaki memilikii haki untuki hidup,i 

 
9 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 

108. 
10 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39. 
11 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, 

hlm.131. 
12 Ibid, hlm. 34. 
13 R. Youdhea S. Kumoro‚ Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan, dalam Jurnal 

Lex Crimen (Manado, UNSRAT, Vol VI, No.2 Maret 2019), hlm. 13. 
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tumbuhi dani berkembang,i sertai berhaki untuki mendapatkani perlindungani dalami haki 

sipili dani kebebasani sertai perilakui kekerasani dani diskriminasi14. 

i Menuruti Undang-Undangi Nomori 35i Tahuni 2014i Tentangi UUi Perlindungani Anak,i 

anaki adalahi seseorangi yangi belumi berusiai 18i (delapani belas)i tahun,i termasuki anaki 

yangi masihi dalami kandungan.i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdatai (KUHPdt)i 

memberikani batasani mengenaii pengertiani anaki ataui orangi yangi belumi dewasai 

yaitui merekai yangi belumi berumuri 21i tahun.i Dijelaskani padai Pasali 330i BWi bahwa,i 

belumi dewasai adalahi merekai yangi belumi mencapaii umuri genapi 21i tahun,i dani 

tidaki lebihi dahului kawin. 

Adapuni upayai untuki melegalisasikani perkawinani yangi tidaki tercatati tersebuti yaitui 

dengani carai itsbati nikahi dii Pengadilani Agama.i Itsbati nikahi merupakani suatui upayai 

pengesahani ataui penetapani terhadapi keabsahani suatui perkawinani yangi telahi 

dilakukani sesuaii dengani ketentuani hukumi Islam,i tetapii tidaki dicatatkani dii Pegawaii 

Pencatati Nikah.15
i Pasali 7i Kompilasii Hukumi Islami memberikani kesempatani parai 

pasangani darii perkawinani tidaki tercatati untuki disahkani secarai hukumi bagii merekai 

yangi tidaki memilikii legalitasi padai perkawinannya.i Akani tetapii pasali tersebuti tidaki 

menjelaskani lebihi lanjuti mengenaii perkawinani poliginii tidaki tercatat.i Selaini itu,i 

belumi adai aturani khususi yangi mengaturi mengenaii itsbati nikahi terhadapi 

perkawinani poliginii tidaki tercatat.i i i  

Setiapi permohonani yangi diajukani kei lembagai peradilan,i kemungkinani putusani 

yangi akani terjadii adai 2i (dua),i yaitui permohonani tersebuti ditolaki ataui dikabulkan.i 

 
14 H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 7. 
15 Alimin dan Euis Nurlaela Wati, Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia, Orbit 

Publishing, Ciputat, 2013, hlm. 86. 
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Salahi satui permohonani itsbati nikahi poliginii yangi diterimai olehi Pengadilani Agamai 

Jakartai Barati yaitui putusani Nomor:i 1548/Pdt.G/2019/PA.JB.,i dalami putusani inii 

hakimi memeriksai dani menolaki permohonani itsbati nikahi perkawinani poliginii yangi 

tidaki tercatat,i diajukani olehi parai pemohoni dengani alasani membutuhkani buktii 

perkawinani sertai kepastiani hukumi dani pengurusani aktai kelahirani anak.i  

Rumusani dalami Surati Edarani Mahkamahi Agungi Nomori 3i Tahuni 2018i tentangi 

Pemberlakuani Rumusani Hasili Rapati Plenoi Kamari Mahkamahi Agungi Tahuni 2018i 

Sebagaii Pedomani Pelaksanaani Tugasi Bagii Pengadilan,i memuati ketentuani 

mengenaii itsbati nikahi perkawinani poliginii yangi tidaki tercatati yangi diaturi padai 

bagiani III:i Rumusani Hukumi Kamari Agama,i hurufi A:i Hukumi Keluarga,i angkai 8,i 

merumuskani tentangi Permohonani Itsbati Nikahi Poliginii atasi perkawinani tidaki 

tercatat,i menyatakani bahwai “Permohonani itsbati nikahi poligamii atasi dasari nikahi 

sirii meskipuni dengani alasani kepentingani anaki harusi dinyatakani tidaki dapati 

diterima.i Untuki menjamini kepentingani anaki dapati diajukani dengani permohonani 

asal-usuli anak.”16

Berdasarkani ketentuani tersebut,i Mahkamahi Agungi secarai jelasi mengaturi bahwai 

hakimi Pengadilani Agamai tidaki bolehi menerimai ataupuni mengabulkan i 

permohonani itsbati nikahi perkawinani poliginii yangi tidaki tercatati meskipuni dengani 

alasani kepentingani anak.i Sedangkani dalami Pasali 7i ayati (2)i Kompilasii Hukum 

Islami menyatakani bahwai perkawinani yangi tidaki tercatati dapati dii itsbati nikahi kani 

dengani mengajukani kei Pengadilani Agamai setempat.i 

 
16 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlkuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 
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Persoalani mengenaii itsbati nikahi perkawinani poliginii yangi tidaki tercatati menjadii 

fenomenai yangi menariki untuki dibahasi karenai ketiadaani aturani yangi khususi 

mengenaii itsbati nikahi perkawinani poliginii yangi tidaki tercatati menimbulkani 

keresahani bahkani ketidakpastiani hukumi bagii sepasangi suamii istrii yangi ingini 

melegalisasikani perkawinannya,i yangi akani menimbulkani akibati hukumi dalami 

perkawinani tersebut.i Makai darii uraiani diatasi akani menjadii bahani untuki penelitiani 

yangi berjuduli “AKIBATi HUKUMi TERHADAPi PENOLAKANi 

PERMOHONANi ITSBATi NIKAHi PERKAWINANi POLIGINIi YANGi 

TIDAKi TERCATAT.” 

1.2 Rumusani Masalah 

Berdasarkani uraiani latari belakangi dii atas,i makai rumusani masalahi yangi akani 

dibahasi dalami penelitiani inii adalah: 

1. Bagaimanai akibati hukumi terhadapi penolakani permohonani itsbati nikahi 

perkawinani poliginii yangi tidaki tercatat? 

2. Bagaimanai upayai hukumi terhadapi penolakani permohonani itsbati nikahi 

perkawinani poliginii yangi tidaki tercatat?

1.3 Ruangi Lingkup 

Ruangi lingkupi darii penelitiani inii terdirii darii ruangi lingkupi keilmuani dani 

ruangi lingkupi objeki kajian.i Ruangilingkupi keilmuani dalami penelitiani inii 

adalahi hukum keperdataani mengenaii hukumi Islami khususnyai mengenaii 

hukumi keluarga Islam,i sedangkani ruangi lingkupi objeki kajiani adalahi 

pembahasani yangi mengenaii akibati hukumi terhadapi penolakani permohonani 

itsbati nikahi perkawinani poliginii yangi tidaki tercatat.
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1.4 Tujuani Penelitian 

Berdasarkani rumusani masalahi yangi penelitii rumuskani diatas,i makai tujuani darii 

penelitiani inii ialah: 

1. Menganalisisi akibati hukumi terhadapi penolakani permohonani itsbati nikahi 

perkawinani poliginii yangi perkawinani tidaki tercatat. 

2. Mengetahuii apai sajai upayai yangi dapati dilakukani jikai permohonani itsbati nikahi 

perkawinani poliginii yangi tidaki tercatati ditolak. 

1.5 Kegunaani Penelitian 

Kegunaani Penelitiani yangi diharapkani darii hasili penelitiani inii adalahi sebagaii 

berikut: 

1.5.1. Kegunaani Teoritis 

Hasili darii penelitiani inii diharapkani dapati memberikani pengembangani terhadapi 

keilmuan,i sertai menambahi wawasani dii bagiani hukumi keperdataani khususnyai 

mengenaii itsbati nikahi perkawinani poliginii yangi tidaki tercatat. 

1.5.2. Kegunaani Praktis 

Secarai praktis,i penelitiani inii diharapkani dapati menjadii bahani informasii dani acuani 

masyarakati dalami pelaksanaani itsbati nikahi dengani tujuani untuki mendapatkani 

kepastiani hukum,i dani diharapkani skripsii inii dapati menjadii sumbangani pemikirani 

bagii mahasiswai tentangi itsbati nikahi poligini.i 



 

 

 

II. TINJAUANi PUSTAKA 

2.1 Perkawinan 

2.1.1. Pengertiani Perkawinan 

Perkawinani berasali darii katai “kawin”i yangi artinyai membentuki keluargai dengani 

lawani jenis,i Secarai terminologi,i menuruti Imami Syafi‟i,i “kawin”i yaitui akadi yangi 

dengannyai menjadii halali hubungani seksuali antarai priai dengani wanita.17
i 

Perkawinani merupakani ikatani lahiri batini antarai seorangi priai dengani seorangi 

wanitai sebagaii ikatani suamii istrii dengani tujuani untuki membentuki keluargai yangi 

bahagiai dani kekali berdasarkani dengani agama.18 

Dasari hukumi yangi mengaturi tentangi perkawinan,i antarai lain19
i : 

a. Al-qur’ani dani Hadist, 

b. Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i tentangi Perkawinan, 

c. Undang-Undangi Nomori 7i Tahuni 1989i tentangi Peradilani Agama, 

d. Peraturani Pemerintahi Nomori 9i Tahuni 1975i tentangi Pelaksanaani Undang-

Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i tentangi Perkawinan. 

Menuruti Bahasai Indonesiai perkawinani berasali darii katai “kawin”i yangi menuruti 

bahasai artinyai membentuki keluargai dengani lawani jenis;i melakukani hubungani 

 
17 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Cet. Ke 1, hlm. 1. 
18 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
19 Prof Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, 

Cet. Ke 7,  hlm. 67. 
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kelamini ataui bersetubuh.i Perkawinani disebuti jugai “perkawinan”,i berasali darii katai 

nikahi (i َىاحi )ََٔi yangi menuruti bahasai artinyai mengumpulkan,i salingi memasukkan,i dani 

digunakani untuki artii bersetubuhi (wathi).i Katai “nikah”i sendirii seringi digunakani 

untuki artii persetubuhani (coitus),i jugai untuki artii akadi nikah.i i  

Kompilasii Hukumi Islami dii Indonesiai jugai memberikani definisii dani tujuani laini 

yangi terdapati dalami Pasali 2i dani 3i yangi tidaki bertentangani dengani Undang-Undangi 

Perkawinan.i Namuni bersifati memperjelasi darii Undang-Undangi Perkawinan,i yaitui 

perkawinani menuruti Hukumi Islami adalahi akadi yangi sangati kuati yangi artinyai 

bertujuani untuki mentaatii perintahi Allahi dani melaksanakannyai merupakani 

ibadah.20
i  

2.1.2. Tujuani Perkawinan 

Tujuani darii adanyai perkawinani adalahi untuki membentuki keluargai yangi sakinahi 

mawadahi warohmah.i Kemudiani tujuani laini darii perkawinani yaitui membentuki 

keluargai yangi utuh,i artinyai setiapi perkawinani ingini memilikii seorangi anaki untuki 

memperpanjangi garisi keturunan.i Berdasarkani Pasali 1i Undang-Undangi Nomori 1i 

Tahuni 1974i menyatakani bahwai yangi menjadii tujuani perkawinani suamii istrii adalahi 

untuki membentuki keluargai (rumahi tangga)i yangi bahagiai dani kekali berdasarkani 

Ketuhanani Yangi Mahai Esa.21
i Suatui perkawinani dapati dikatakani bahagiai apabilai 

kebutuhani sandang,i pangan,i papan,i sertai kebutuhani rohanii dani jasmanii nyai 

terpenuhi.22
i  

 
20 Abdurohman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, Cet. II, 

hlm. 7. 
21 Prof Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm. 85. 
22 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cet. Ke-11, 

hlm. 62. 
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Menuruti agamai Islam,i tujuani perkawinani yaitui sebagaii syariati agamai dalami 

membentuki keluargai yangi harmonis,i sejahtera,i dani bahagia.i Sebagaimanai yangi 

terdapati dalami surahi ar-rumi Ayati 21:i  

تهِۦِ   iوَمِن   ن   iلَكمُ iخَلَقَ  iأنَ   iءَايََٰ جًا iأنَفُسِكمُ   iم ِ وََٰ ا   iأزَ  كُنُو  وَدَّةً  iبَي نَكمُ iوَجَعلََ  iإلَِي هَا iل ِتسَ  مَةً  iمَّ لِكَ  iفىِ iإِنَّ  i  وَرَح  ت   iذََٰ  iلَءَايََٰ

م    يَتفََكَّرُونَ  iل ِقَو 

Yangi artinya:i “Dani dii antarai tanda-tandai kebesaran-Nyai ialahi Diai menciptakani 

pasangan-pasangani untukmui darii jenismui sendiri,i agari kamui cenderungi dani 

merasai tenterami kepadanya,i dani Diai menjadikani dii antaramui rasai kasihi dani 

sayang.i Sungguh,i padai yangi demikiani itui benar-benari terdapati tanda-tandai 

(kebesarani Allah)i bagii kaumi yangi berpikir.” 

Maksudi darii ayati tersebut,i tujuani perkawinani adalahi untuki mencapaii keluargai 

yangi sakinahi mawadahi wai rahmah.i Sakinahi berartii diami ataui tenangi rumahi 

tangganyai baiki segii fisiki maupuni psikologis.i Mawaddahi berartii perasaani ataui 

keinginani kuati agari pasangani mendapatkani kebaikan.i Dani Rahmahi berartii 

senantiasai rumahi tangganyai diliputii rasai sayangi sertai simpati.23 

2.1.3. Rukuni dani Syarati Perkawinan 

Rukuni dani syarati merupakani istilahi untuki menentukani sahi ataui tidaknyai pekerjaani 

ataui ibadahi yangi harusi dipenuhii agari suatui peristiwai dianggapi sahi secarai hukumi 

sesuaii ketentuani yangi berlaku.i Walaupuni rukuni dani syarati perkawinani erati 

hubungannya,i tetapii keduanyai memilikii perbedaani dalami fungsinya.24
i i i 

 
23 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, , Lentera Hati, Jakarta, 2002, Vol. 10, hlm. 35. 
24 Wahbah Al-zuhaili, Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beriut, Dár al-fikr, Cet. Ke-3,1989, hlm. 29. 
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Rukuni perkawinani menuruti Imami Syafi’i,i meliputii hali berikut:25 

1) Adanyai caloni suamii dani istrii yangi melakukani perkawinan 

2) Adanyai walii darii pihaki caloni wanita 

3) Adai duai orangi saksi 

4) Sighati akadi nikahi (sighati akadi adalahi ijabi dani qabul.i Ijabi dani qabuli dilakukani 

olehi pihaki walii wanitai yangi kemudiani dijawabi olehi mempelaii laki-laki). 

Rukuni perkawinani menuruti Pasali 14i Kompilasii Hukumi Islami meliputii hali 

berikut:26 

1) Caloni Suami 

a. Caloni suamii beragamai Islam.

b. Seorangi laki-lakii asli. 

c. Sudahi akili balighi dani mukallaf. 

d. Memilikii keluargai dani identitasi yangi jelas. 

e. Halali untuki dikawinii dani tidaki terdapati halangani dalami perkawinannyai 

sepertii hubungani darah. 

f. Caloni mempelaii laki-lakii mengenali caloni istrii dani mengetahuii bahwai caloni 

istrinyai halali untuki dikawini.

g. Caloni suamii relai untuki melakukani perkawinan. 

h. Tidaki sedangi melakukani ihrami baiki hajii maupuni umroh. 

i. Tidaki memilikii istrii yangi harami dimadui dengani caloni istri. 

j. Caloni suamii tidaki sedangi beristri.

 
25 Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, hlm. 64-

48. 
26 Umar H. S dan Aunur R. F. 2017. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media 

Yogyakarta, hlm. 58. 
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2) Caloni Istri 

a. Beragamai Islam. 

b. Seorangi perempuani asli. 

c. Sudahi akili baligh. 

d. Caloni mempelaii wanitai halali untuki dikawini. 

e. Tidaki sedangi terikati dengani perkawinani lain. 

f. Tidaki dalami masai iddah. 

g. Tidaki dalami paksaan. 

h. Tidaki sedangi melakukani ihrami baiki hajii maupuni umroh. 

3) Walii Nikah 

a. Seorangi laki-laki 

b. Dewasai dani berakali sehat 

c. Mempunyaii haki dalami perwalian 

d. Tidaki sedangi beradai dalami pengampunan. 

e. Adil. 

4) Saksii Nikah 

a. Beragamai Islam. 

b. Terdirii darii duai orangi lakii laki. 

c. Tidaki pelupai ataui pikun. 

d. Tidaki buta,i tidaki tuli,i dani tidaki bisu. 

e. Dewasa. 

5) Akadi Nikah 

a. Adanyai pernyataani perkawinani darii parai walii nikah 

b. Adai pernyataani menerimai darii caloni mempelaii laki-laki 
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c. Memakaii kata-katai nikah 

d. Ijabi dani qabuli salingi berkesinambungan 

e. Orangi yangi sedangi ijabi qabuli tidaki sedangi ihrami hajii ataui umrah 

f. Ijabi dani qabuli harusi dihadirii caloni mempelaii sertai duai orangi saksi 

Sedangkani syarati perkawinani menuruti Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i 

tentangi Perkawinani Pasali 6-12i dibagii menjadii 2,i yaitu: 

1) Syarati Materil,i merupakani syarati yangi wajibi dipenuhi,i syarati materili adalahi 

sebagaii berikut: 

a) Perkawinani harusi berdasarkani persetujuani antarai keduai mempelai 

b) Beurmuri 21i tahun,i jikai yangi berumuri dibawahi 21i tahuni makai harusi 

mendapatkani izini keduai orangi tua.i Bilai tidaki memilikii orangi tua,i makai 

dapati diwakilkani olehi walinyai ataui yangi mempunyaii hubungani darahi 

dengani garisi keturunani yangi lurus.i Jikai orangi tuai maupuni walii tidaki bisai 

mewakilkan,i makai bolehi diwakilii olehi pengadilani setempat. 

c) Sesuaii dengani ketentuani Undang-Undangi Nomori 16i Tahuni 2019i jo.i 

Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i Pasali 7,i laki-lakii dani perempuani 

bilai ingini menikahi minimali umurnyai 19i tahun.i Bagii yangi dibawahi umuri 19i 

tahuni ingini melangsungkani perkawinan,i makai dapati memintai izini 

dispensasii nikahi padai Pengadilani Agama. 

d) Caloni mempelaii tidaki dalami ikatani perkawinani dengani pihaki lain,i kecualii 

telahi dapati izini darii pengadilani untuki poligami. 

e) Bagii suamii istrii yangi telahi berceraii lalui kawini lagi,i agamai dani kepercayaani 

merekai tidaki melarangi kawini kembali. 
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f) Bagii wanitai tidaki sedangi dalami masai iddah. 

2) Syarati Formil,i meruapakani syarati yangi berhubungani dengani tatai carai 

perkawinan,i antarai laini sebagaii berikut: 

a) Pemberitahuani untuki melangsungkani perkawinan 

b) Pengumumani untuki melangsungkani perkawinan 

c) Caloni suamii istrii harusi memperlihatkani aktai kelahirna 

d) Aktai yangi memuati izini untuki melangsungkani perkawinani darii merekai 

yangi harusi memberii izini ataui aktai dimanai telahi adai penetapani pengadilan 

e) Jikai perkawinani itui keduai kalinya,i harusi memperlihatkani aktai perceraiani 

ataui kematian 

f) Buktii bahwai pengumumani kawini telahi berlangsungi tanpai pencegahan 

g) Dispensasii kawini (jikai diperlukan) 

2.2 Tinjauani Umumi Tentangi Itsbati Nikah 

2.2.1. Pengertiani Itsbati Nikah 

Semuai perbuatani hukumi dapati dinyatakani sahi apabilai mempunyaii buktii yangi jelasi 

dani pasti.i Demikiani jugai perkawinan,i suatui perkawinani harusi memilikii aktai nikahi 

yangi dicatatkani dii Kantori Urusani Agamai bagii yangi Islam,i dani Kantori Catatani 

Sipili bagii yangi non-Muslim.i Salahi satui carai untuki meni sahkani perkawinani yangi 

tidaki dicatatkani dii pihaki yangi berwenang,i makai dapati dilakukani itsbati nikahi 

dengani ketentuani yangi berlaku. 

Itsbati berasali darii bahasai Arabi yaitui االثبتi yangi berartii penetapan,i penyungguhan,i 

sertai penentuan.i Mengistbatkani berartii menyungguhkani ataui menentukani 

(kebenarani sesuatu).i Isbati nikahi menuruti sistemi hukumi dii Indonesiai merupakani 
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proseduri hukumi untuki menetapkani perkawinani seorangi priai dani seorangi wanitai 

yangi telahi melakukani perkawinani berdasarkani Hukumi Islami yangi memenuhii 

syarati dani rukun,i akani tetapii perkawinannyai tidaki dicatatkani kepadai pegawaii 

pencatati nikah.i Akibati darii perkawinani tidaki dicatati akani berimbasi kepadai 

kepemilikani kutipani aktai nikahi sebagaii buktii keabsahani perkawinani dii matai 

hukum.27
i Tiapi perkawinani menuruti Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i tentangi 

Perkawinani harusi dimuati dalami suatui aktai resmii yangi dimuati dalami daftari 

pencatatan.28
i Penetapani itsbati nikahi didasarkani padai putusani ataui penetapani olehi 

hakimi dii Pengadilani Agama.i  

2.2.2. Tujuani Itsbati Nikah 

Fungsii darii itsbati nikahi inii bertujuani untuki mengesahkani ataui membuktikani bahwai 

perkawinani telahi dilangsungkan.i Dengani katai lain,i itsbati nikahi merupakani alati 

buktii yangi sahi untuki membuktikani suatui perkawinani yangi telahi terjadii melaluii 

Pengadilani Agama.i Perkarai itsbati nikahi dii Pengadilani Agamai diperuntukkani bagii 

merekai yangi melakukani perkawinani dibawahi tangani sebelumi berlakunyai Undang-

Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i yangi terdapati padai Pasali 64,i menyatakani bahwai :i 

“Untuki perkawinani dani segalai sesuatui yangi berhubungani dengani perkawinani yangi 

terjadii sebelumi Undang-Undangi inii berlakui yangi dijalankani menuruti peraturan-

peraturani lama,i adalahi sah.” 

 

 

 
27 Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan 

Perundang Undangan Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm. 3. 
28 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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2.3 Poligini 

2.3.1. Pengertiani Poligini 

Masyarakati awami mengenali poliginii adalahi polihami.i Istilahi poligamii berasali darii 

bahasai yunani,i yaitui Polui dani Gamein.i Polui berartii banyak,i Gameini berartii kawin.i 

Jadii poligamii berartii perkawinani yangi banyak.29
i Maksudi perkawinani yangi banyaki 

adalahi poligamii merupakani perkawinani dengani salahi satui pihaki mengawinii lebihi 

darii seorangi dalami waktui bersamaan.i  

Poliginii berdasarkani kacamatai hukumi adalahi perkawinani seorangi priai yangi 

menikahii lebihi darii seorangi wanita.i Adapuni dalami istilahi kitabi fiqihi poligamii 

disebuti dengani ta’addudi al-zaujati yangi berartii banyaki istri,i sedangkani secarai 

istilahi diartikani sebagaii kebolehani mengawinii duai sampaii empati perempuan,i tetapii 

harusi berlakui adil.i Meskipuni hukumi perkawinani dalami Undang-Undangi Tahuni 

1974i berlandaskani padai perkawinani monogami,i akani tetapii dalami Pasali 3i 

disebutkani perizinani bagii laki-lakii untuki memilikii istrii lebihi darii satui dengani 

syarat-syarati tertentu. 

Padai dasarnyai asasi perkawinani dalami Islami dani Indonesiai adalahi monogami,i 

namuni poligamii merupakani salahi satui bentuki perkawinani yangi diperbolehkani dani 

terdapati aturannyai dii dalami hukumi Islami (fiqih).i Islami tidaki melarangi poligami,i 

tetapii jugai tidaki membiarkannyai bebasi tanpai aturani dengani harusi memenuhii 

syarat-syarati Imaniyahi yangi jelasi disebutkani dalami hukum-hukumi Al-Quran.30
i 

 
29 Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami, Al Kautsar, Yogyakarta, 1990, hlm. 11. 
30 Karam Hilmi Farhat, Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrani, dan Yahudi, (Jakarta: Darul 

Haq, 2007), h. 20. 



18 

 

 

Terdapati beberapai peraturani perundang-undangani yangi mengaturi terkaiti dengani 

itsbati nikahi yaitui Pasali 3,i 4i dani 5i Undang-Undanngi Nomori 1i Tahuni 1974i tentangi 

Perkawinan,i Pasali 55-59i Instruksii Presideni Nomori 1i Tahuni 1991i Tentangi 

Kompilasii Hukumi Islami dani Pasali 4i Peraturani Pemerintahi Nomori 10i Tahuni 1983i 

tentangi Izini Perkawinani dani Perceraiani bagii Pegawaii Negerii Sipili jo.i Peraturani 

Pemerintahi Nomori 45i Tahuni 1990.i Dengani katai lain,i peraturani yangi sudahi adai 

mengenaii poligamii menjadii acuani agari tidaki adai pihaki yangi merasai keberatani 

ataupuni terzolimii sertai teratur. 

2.3.2. Jenisi Poligini 

Poligamii dibagii menjadii dua,i yaitui poliginii dani poliandri.i Poligamii dalami bentuki 

poliandrii merupakani rumahi tanggai yangi terdirii darii satui istrii dani lebihi darii satui 

suami.i Akani tetapi,i praktiki poliandrii dii Indonesiai baiki secarai agamai maupuni 

hukumi adalahi ilegali yangi artinyai tidaki diperbolehkan.i Berdasarkani Inpresi Nomori 

1i Tahuni 1991i tentangi Penyebarluasani Kompilasii Hukumi Islami Pasali 40i (a)i dani (b)i 

menjelaskani bahwai perempuani tidaki dapati melangsungkani perkawinani selamai 

masihi memilikii ikatani perkawinani dengani priai lain.i 
31

i  

Poliginii harusi dilakukani dengani baiki dani adili olehi suami.i Sebagaimanai bahwai 

padai dasarnya,i poliginii diturunkani setelahi kekalahani umati Islami dalami perangi 

uhud.i Dalami perangi tersebuti banyaki sahabati yangi guguri dani matii syahid,i merekai 

meninggalkani anak-anaki yatimi yangi masihi membutuhkani kasihi sayangi dani 

pemeliharaani darii orangi tuai yangi menjamini kehidupannya.i Merekai meninggalkani 

 
31 Wan Hasjim Omar Jacob Saleh, dkk, “The Economics of (Polygyny) Marriage (Part 1): Kajian 

Teoritis dan Empiris”, Bidang Kajian Microeconomics Dashboard Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis Universitas Gadjah Mada, Kajian Vol. 2 (Part 1), April 2023. 
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istrii yangi kesulitani menanggungi biayai hidupi merekai sendirii dani pemeliharaani 

terhadapi anaki yatimi yangi ditinggalkani olehi suamii mereka.i Perkawinani menjadii 

salahi satui solusii untuki memecahkani masalahi tersebut,i yaitui dengani poligini,i 

tuntunani dani petunjuki sehinggai merekai (anak-anaki yatim)i tidaki menjadii terlantar.i  

Secarai umum,i perkawinani poliginii cenderungi dilakukani karenai melihati darii statusi 

sosiali ekonomii yangi relatifi rendahi dani terjadii padai wanitai dengani pendidikani 

rendah.i Agamai Islami memperbolehkani poliginii dengani beberapai syarat,i yangi 

pertamai apabilai suamii mempunyaii dorongani nafsui tetapii sii istrii tidaki dapati lagii 

memenuhii kebutuhani suaminya,i ataui istrii yangi dalami keadaani sakiti sehinggai iai 

tidaki dapati lagii melayanii suaminya,i yangi keduai bertujuani untuki membelai kaumi 

wanitai yangi sudahi menjadii jandai karenai suaminyai guguri dalami berjihad,i dani 

keempati untuki menyelamatkani kaumi wanitai yangi masihi belumi berpeluangi 

berumahi tanggai dengani alasani agari merekai tidaki terjerumusi kei dalami berbagaii 

dosa.32
i  

2.4. Perkawinani Tidaki Tercatat 

2.4.1. Pengertiani Perkawinani Tidaki Tercatat 

Secarai umum,i perkawinani tidaki tercatati merupakani perkawinani yangi sudahi sah 

menuruti agamai karenai sudahi memenuhii rukuni dani syarati sahi nyai perkawinan.i 

Hanyai sajai perkawinani tersebuti tidaki dicatatkani dii Kantori Urusani Agamai dani 

tidaki memilikii surati nikahi sebagaimai terdapati dalami Undang-Undangi Nomori 1i 

Tahuni 1974.33
i i Pasali 2i ayati (2)i Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i menegaskani 

 
32 Op. Cit. Kasmuri Selamat, hlm. 30. 
33 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan 

Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 41. 
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bahwai setiapi perkawinani harusi dicatati menuruti peraturani perundang-undangani 

yangi berlaku.i  

2.4.2. Dasari Hukumi Pencatatani Perkawinan 

Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i tentangi Perkawinani secarai efektifi mengaturi 

mengenaii pelaksanaani pencatatani perkawinani secarai jelas.i Pasali 2i ayati (2)i bahwai 

“Tiap-tiapi perkawinani dicatati menuruti peraturani perundang-undangani yangi 

berlaku”.34
i Pencatatani perkawinani merupakani syarati formali yangi harusi 

dilaksanakani agari suatui perkawinani diakuii keabsahannyai sebagaii perbuatani 

hukumi yangi harusi dijamini dani dilindungii olehi negara.i Pelaksanaani pencatatani 

perkawinani tersebut,i barui dapati dilakukani sesudahi dilangsungkannyai perkawinani 

secarai agamai ataui kepercayaani agamai parai caloni mempelai. 

Ketentuani mengenaii pencatatani perkawinan,i talak,i dani rujuki dii Indonesiai diaturi 

dalami Undang-Undangi Nomori 22i Tahuni 1946.i Undang-Undangi inii menggantikani 

ketentuani mengenaii pencatatani nikah,i talak,i dani rujuki sebagaimanai diaturi dalami 

Huwelijksordonnantiei S.1929i No.i 348i JO.i S.i 1931i No.i 467i dani Vorstenlandschei 

Huwelijksordonnantiei S.i 1933i No.i 98i yangi manai sudahi tidaki sesuaii dengani 

keadaani masyarakati sekarang,i sehinggai dibentuknyai peraturani perundang-

undangani yangi dapati memenuhii kebutuhani yangi mendesak.i Karenai Undang-

Undangi inii dibuati dalami rangkai pembaharuani kitabi hukumi yangi berlakui padai 

masai penjajahani Belanda,i peraturani perundang-undangani inii dibuati sembarii 

menunggui peraturani barui dibuat.i UUi No.i 22i Tahuni 1946i menetapkani ketentuani 

 
34 Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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mengenaii perkawinani tidaki tercatati padai Pasali 3i Ayati (1)i i dani Ayati (5)i yangi 

berbunyi: 

“(1)i Barangi siapai yangi melakukani akadi nikahi ataui nikahi dengani seorangi 

perempuani tidaki dibawahi pengawasani pegawaii yangi dimaksudkani padai ayati (2)i 

Pasali 1i ataui wakilnya,i dihukumi dendai sebanyak-banyaknyai Rp.i 50,-i (Limai Puluhi 

Rupiah). 

(5)i Jikai terjadii salahi satui hali yangi tersebuti padai ayati pertama,i kedua,i dani ketigai 

ternyatai karenai keputusani hakim,i bahwai adai orangi kawini tidaki dengani mencukupii 

syarati pengawasani ataui adai talaki ataui rujuki tidaki diberitahukani kepadai yangi 

berwajib,i makai biskalgripiri hakimi kepolisiani yangi bersangkutani mengirimi salinani 

keputusannyai kepadai pegawaii pencatati nikahi yangi bersangkutani dani pegawaii itui 

memasukani nikah,i talak,i dani rujuki dii dalami bukui pendaftarani masing-masingi 

dengani menyebuti surati keputusani hakimi yangi menyatakani hali itu.”i 
35 

Ketentuani dalami Pasali 3i Ayati (1)i menyatakani bahwai perkawinani yangi 

dilaksanakani tanpai adanyai pengawasani pegawaii pencatati nikahi ataui seorangi yangi 

secarai resmii ditunjuki sebagaii perwakilani akani dikenakani dendai sebanyaki Limai 

Puluhi Rupiah.i Mengingati peraturani perundang-undangani inii dikeluarkani padai 

tahuni 1946,i makai terdapati perbedaani signifikani mengenaii kursi matai uangi dii 

Indonesiai padai saati itu.i Kemudian,i ketentuani padai Ayati (5)i menjelaskani secarai 

mendasari mengenaii istbati nikahi dalami UUi No.i 22i Tahuni 1946,i dimanai apabilai 

karenai suatui hali perkawinani tidaki dapati memenuhii syarati pengawasan/tidaki dapati 

diawasii olehi pegawaii pencatati nikah,i makai perkawinani tersebuti selayaknyai akani 

 
35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 
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dikirimkani salinani keputusani olehi Paniterai Pengadilani Negarai (padai saati itui 

disebuti dengani biskalgripiri hakimi kepolisian)i kepadai pegawaii pencatati nikahi yangi 

bersangkutani untuki kemudiani didaftarkani perkawinannya.i  

Perihali tidaki dapati terpenuhinyai syarati pengawasani tersebuti tidaki dijelaskani secarai 

spesifiki dalami UUi ini,i namuni apabilai menelaahi ketentuani dalami Pasali 1Ayati (2)i 

dani (3),i terdapati kemungkinani pegawaii pencatati nikahi dapati berhalangani hadiri 

sehinggai wakili yangi ditunjuki olehi kepalai Jawatani Agamai Daerahi (ataui dalami hali 

ini,i Pengadilani Agamai Daerah)i dapati menggantikani tugasnya.i Kemungkinani 

adanyai syarati yangi tidaki dapati terpenuhii dapati terjadii apabilai wakili pegawaii 

pencatati nikahi tersebuti turuti berhalangani hadiri atasi sebabi yangi darurati ataui diluari 

kehendaki parai pihak,i sehinggai pendaftarani perkawinani dapati dilakukan,i 

berdasarkani surati keputusani hakim.i  

Pemberlakuani Undang-Undangi Nomori 22i Tahuni 1946i membatalkani eksistensii 

Huwelijksordonnatiei S.i 1929i No.i 348i jo.i Si 1931i No.i 467i dani Vorstenlandschei 

Huwelijksordonnantiei S.i 1933i No.i 98i dimanai sebelumnyai aturani mengenaii 

pencatatani nikah,i talak,i dani rujuki diatur.i Dikarenakani iklimi politiki Indonesiai yangi 

padai saati itui masihi belumi stabil,i makai Undang-Undangi inii padai saati itui hanyai 

berlakui dii pulaui Jawai dani Madurai saja,i sehinggai ketentuani mengenaii pencatatani 

nikahi dii luari pulaui tersebuti diaturi dengani peraturani perundang-undangani lain.36
i i 

Setelahi berdirinyai kembalii Negarai Kesatuani Republiki Indonesia,i Undang-Undangi 

Republiki Indonesiai Nomori 32i Tahuni 1954i Tentangi Penetapani Berlakunyai 

Undang-Undangi Republiki Indonesiai Tanggali 21i Novemberi 1946i No.i 22i Tahuni 

 
36 Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 
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1946i Tentangi Pencatatani Nikah,i Talak,i dani Rujuki dii Seluruhi Daerahi Luari Jawai 

dani Madurai dikeluarkani dengani maksudi dani tujuani meratakani penerapani Undang-

Undangi positifi mengenaii pencatatani nikah,i talak,i dani rujuki kei seluruhi wilayahi 

NKRI.i UUi No.i 32i Tahuni 1954i mengubahi dani meluruskani beberapai hali dalami UUi 

No.i 22i Tahuni 1946,i seperti:i 
37 

1. UUi No.i 22i Tahuni 1946i dapati diberlakukani untuki seluruhi daerahi NKRI,i 

termasuki luari pulaui Jawai dani Madura; 

2. Istilahi briskalgripiri hakimi kepolisiani padai Pasali 3i Ayati (5)i UUi No.i 22i Tahuni 

1946i diubahi menjadii Paniterai Pengadilani Negara; 

3. Peraturani dalami Pasali 1i UUi No.i 22i Tahuni 1946i ditetapkani olehi Menterii 

Agama; 

2.4.3. Tujuani Pencatatani Perkawinan 

Pencatatani perkawinani memilikii perani yangi pentingi dalami menjagai kepastiani 

hukum,i melindungii hak-haki individu,i dani memfasilitasii penyelenggaraani layanani 

administrasii kependudukan.i Pencatatani perkawinani yangi dibuktikani dengani aktai 

nikahi apabilai terjadii perselisihani diantarai keduai pasangi ataui adai diantarai salahi 

salahi satui pihaki tidaki ingini bertanggungjawabi makai pikaki yangi lainnyai dapati 

melakukani upayai hukumi gunai mempertahankani ataui memperolehi haki masing-

masing.i Karenai dengani aktai tersebut,i suamii dani istrii memilikii buktii otentiki atasi 

perbuatani hukumi yangi telahi dilakukan.38
i  

Selaini itu,i tujuani dilakukannyai pencatatani perkawinani memberikani pengakuani 

resmii dimatai hukumi sertai perlindungani hukumi terhadapi statusi perkawinan.i Hali 

 
37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 
38 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 107. 
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tersebuti sangati pentingi untuki mendapatkani kepastiani hak-haki sertai kewajibani 

hukumi bagii pasangani yangi menikah. 

2.5 Kerangkai Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:i  

Melaksanakani perkawinani bertujuani untuki memperpanjangi garisi keturunani dani 

mengurangii maksiati ataui menghindarkani dirii darii zina.i Pelaksanaani perkawinani 

harusi dicatatkani dengani tujuani untuki memberikani perlindungani dani kepastiani agari 

menjadii buktii pentingi dihadapani hukumi kepadai pihak-pihaki yangi bersangkutan.i 

Akani tetapi,i masyarakati dii Indonesiai masihi banyaki yangi tidaki melakukani 

pencatatani perkawinani dengani beragami alasan.i Salahi satunyai karenai perkawinani 

tersebuti dilakukani secarai siri.i Pencatatani perkawinani sangati pentingi dikarenakani 

dapati menjadii pembuktiani yangi sahi secarai hukum. 

Permohonan Itsbat Nikah 

Perkawinan Poligini Yang 

Tidak Tercatat 

Pengaturan Itsbat Nikah 

Perkawinan Poligini Yang 

Tidak Tercatat 

 

Permohonan 

Dikabulkan 

Permohonanan 

Ditolak 

Akibat 

Hukum 

Upaya 

Hukum 
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Setelahi adanyai Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i dii Indonesia,i pihaki yangi 

perkawinannyai tidaki dicatati dapati melakukani permohonani itsbati nikahi dii 

Pengadilani Agama.i Pengaturani mengenaii Itsbati Nikahi Poliginii jugai tidaki diaturi 

secarai rili olehi Undang-Undangi Perkawinani maupuni Kompilasii Hukumi Islam,i 

yangi artinyai tidaki lengkapi aturannya.i  

Terdapati putusani mengenaii itsbati nikahi perkawinani poliginii yangi tidaki tercatat,i 

dalami permohonani itsbati nikahi tersebut,i hakimi memutuskani bahwai permohonani 

tersebuti ditolaki dikarenakani permohonani yangi diajukani bertujuani untuki membuati 

aktai nikahi sertai aktai kelahirani anak.i Yangi dimanai sesuaii SEMAi Nomori 3i Tahuni 

2018,i tidaki menerimai permohonani itsbati nikahi dengani alasani anak.i Hali tersebuti 

menimbulkani pertanyaani apakahi hakimi jugai ikuti mempertimbangkani kepentingani 

anaki untuki mendapatkani haknya.i  

Putusani hakimi mengenaii penolakani permohonani itsbati nikahi perkawinani poliginii 

yangi tidaki tercatati akani menimbulkani akibati hukumi baiki untuki perkawinani itui 

sendiri,i hartai kekayaan,i sertai akani berdampaki padai anaki hasili perkawinan.i i Darii 

akibati hukumi tersebuti akani menimbulkani upayai hukumi atasi terjadinyai perkawinani 

poliginii yangi tidaki tercatati yangi akani berimbasi padai kedudukani perkawinannyai 

sertai kepastiani hukumi anaki yangi lahir.



 

 

 

 

III. METODEi PENELITIAN 

Metodei penelitiani merupakani suatui carai untuki memperoleh,i menemukan,i dani 

menggunakani datai kegiatani agari mendapatkani hasili peneliatiani secarai konkrit.i 

Metodei peniliatani harusi disusuni secarai sistematisi untuki memperolehi datai yangi 

akurati dani dapati dipertanggungjawabkan.i Metodei penelitiani dalami penelitiani 

dipakaii dengani tujuani untuki memecahkani permasalahani tertentui dani kesimpulani 

yangi diinginkani sertai agari mendapati sasarani yangi tepati terkaiti penelitian.i 
39 

3.1. Jenisi Penelitian 

Jenisi penelitiani yangi digunakani dalami penelitiani inii adalahi penelitiani normatif.i 

Metodei normatifi merupakani penelitiani hukumi berdasarkani kepustakaani yangi 

dilakukani dengani menelitii bahan-bahani kepustakaani yangi sudahi ada.40
i Penelitiani 

hukumi normatifi adalahi penelitiani hukumi yangi meletakkani hukumi sebagaii sebuahi 

sistemi normai mengenaii asas-asas,i teori,i dani kaidahi yangi berlakui dalami 

masyarakati yangi berfokusi padai peraturani peri Undang-Undangan,i putusani 

pengadilan,i perjanjiani sertai doktrini ataui ajaran.41
i 

 
39Bakry Nazar, Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994, hlm. 2. 
40 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13. 
41 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 

27-28. 
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3.2. Tipei Penelitian 

Tipei penelitiani yangi digunakani adalahi deskriptif.i Penelitiani hukumi deskriptifi inii 

dilakukani untuki menggambarkani suatui kondisii yanngi sedangi terjadii dalami 

masyarakati dengani tujuani agari dapati memberikani datai mengenaii objeki penelitiani 

dani kemudiani dianalisisi berdasarkani teorii hukumi ataui perundang-undangani yangi 

berlaku.42
i Penelitiani inii bertujuani untuki menjelaskani secarai rincii dani sistematisi 

sertai sesuaii dengani pokoki permasalahani mengenaii akibati hukumi penolakani 

permohonani itsbati nikahi perkawinani poliginii yangi tidaki tercatat. 

3.3. Pendekatani Penelitian 

Pendekatani merupakani prosesi penyelesaiani masalahi melaluii tahap-tahapi yangi 

telahi ditentukani sehinggai dapati mencapaii tujuani penelitian.43
i Pendekatani 

penelitiani padai penulisani inii menggunakani pendekatani yuridisi normatif.i 

Pendekatani normatifi adalahi suatui proseduri penelitiani ilmiahi untuki mengumpulkani 

sertai mempelajarii berbagaii macami bahani pustakai dani aturani hukumi yangi 

berkaitani dengani masalahi yangi dibahasi dalami penelitiani ini,i yaitui peraturan-

peraturani hukum,i pendekatani kasus,i pendekatani historis,i pendekatani komperatif,i 

sertai pendekatani konseptuali yangi berkaitani dengani akibati hukumi itsbati nikahi 

poliginii yangi tidaki tercatat,i sertai bahan-bahani pustakai sepertii bukui dani laini 

sebagainya. 

3.4. Datai Dani Sumberi Data 

 
42 Dr. Drs. H.Rifa'i Abubakar, M.A., Pengantar Metedologi Penelitian, Yogyakarta: SUKA-Press 

UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm. 6. 
43 Bambang Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, hlm. 

27. 
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Datai yangi digunakani dalami penelitiani inii adalahi datai sekunder.i Datai sekunderi 

yaitui datai yangi dikumpulkani melaluii datai kepustakaan,i yangi terdirii darii buku-buku 

laporan,i tulisani ilmiahi yangi berkaitani dengani permasalahani yangi akani diteliti,i 

sertai sumber-sumberi lainnya.i Sumberi hukumi yangi akani digunakani dalami 

penelitiani ini,i yaitui : 

3.4.1. Bahani Hukumi Primer,i yaitui bahani hukumi yangi terdirii darii peraturani 

perundang-undangani dani putusan-putusani pengadilan.i  

3.4.2. Bahani Hukumi Sekunder,i menganalisai rumusani masalahi yangi diambili darii 

bukui ataui literaturi hukum,i jurnali ilmui hukum,i interneti yangi berkaitani 

dengani permasalahani yangi dibahas.i Kegunaani datai sekunderi adalahi untuki 

mencarii datai awali ataui informasi,i mendapatkani landasani teorii ataui 

landasani hukum,i mendapatkani batasan,i defenisi,i artii suatui istilah.44 

3.4.3. Bahani Hukumi Tersier,i yaitui bahani pelengkapi yangi memberikani dani 

menguatkani penjelasani darii sumberi hukumi primeri dani sekunder,i berupai 

Kamusi Besari Bahasai Indonesia,i kamusi hukum,i dani internet. 

3.5. Metodei Pengumpulani Datai  

Pengumpulani datai dilakukani untuki mendapatkani suatui informasii yangi di ibutuhi 

kani dalami mencapaii tujuani penelitian.i Berdasarkani sumberi datai dani pendekatani 

penelitian,i makai pengumpulani darai dalami penelitiani inii dilakukani dengani cara,i 

antarai laini : 

 
44 I Ketut Suardita, S.H., M.H., Pengenalan Bahan Hukum (PBH), (Bandung: Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, 2017), hlm. 19. 
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3.5.1. Studii Kepustakaani (Libraryi Research),i yaitui metodei pengumpulani datai 

yangi bersumberi darii literatur-literaturi tertulisi terkaiti penelitiani dengani carai 

membaca,i mencatat,i mengutip,i dani kemudiani bahani yangi sudahi diperolahi 

dilakukani analisis. 

3.5.2. Studii Dokumeni (Documentaryi Study),i yaitui pengumpulani datai dengani 

menganalisisi dokumen-dokumeni untuki mendapatkani gambarani melaluii 

suatui mediai tertulisi dani dokumeni lainnyai yangi beruhubungani dengani 

masalahi yangi diteliti. 

3.5.3. Wawancarai (Interview),i yaitui suatui tekniki pengumpulani datai melaluii 

prosesi tanyai jawabi lisan.i Narasumberi akani menjawabi pertanyaani yangi 

ditanyakani olehi pewawancara.i Carai pengumpulani datai tersebuti bertujuani 

untuki memperolehi informasi-informasii mengenaii suatui objeki ataui 

peristiwai padai masai lalui dani yangi sedangi terjadi. 

3.6. Metodei Pengolahani Data 

Selanjutnyai dilakukani pengolahani datai agari datai yangi diperolehi dapati digunakani 

sebagaii peninjauani terhadapi permasalahani yangi dibahas: 

3.6.1. Pemeriksaani datai (Editing)i merupakani pemeriksaani datai sesuaii dengani 

pokoki bahasani dani apabilai terdapati kekurangani ataui kekeliruani makai akani 

dilakukani perbaikan,i dengani carai mengumpulkani data. 

3.6.2. Verifikasii datai (Verification),i yaitui prosesi untuki memastikani bahwai data-

datai yangi diperolehi bersifati validi dani tidaki memilikii kesalahani sehinggai 

dapati mendukungi fakta-faktai yangi ditemukani selamai penelitian. 
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3.6.3. Klasifikasii datai (Classification),i kegiatani mengelompokkani data-datai 

sesuaii dengani pokoki bahasan,i sehinggai akani mempermudahi penulisi saati 

prosesi sistematisasii data. 

3.6.4. Sistematisasii Datai (Systematizing),i sistematisasii datai (sistematizing)i yaitui 

dengani metodei pengolahani datai dengani menempatkani datai menuruti 

kerangkai sitematikai berdasarkani urutani masalah.45
i  

3.7. Analisisi Data 

Analisisi datai yangi digunakani dalami penelitiani inii yaitui menggunakani analisisi 

secarai kualitatifi atasi data-datai yangi diperolehi darii hasili pengolahani datai yangi telahi 

dilakukan.i Analisisi kualitatifi merupakani penafsirani terhadapi bahani hukumi yangi 

sudahi diolahi sehinggai disusuni secarai terstruktur,i logisi dani tidaki tumpangi tindihi 

sehinggai akani memudahkani dalami prosesi analisisi data.i  

Analisisi tersebuti nantinyai akani menariki suatui kesimpulani darii hasili penelitiani 

dengani bantuani teorii maupuni bahani dani datai yangi sudahi dikumpulkan.46
i Setelahi 

datai dani bahani hukumi diuraikani sertai disusuni secarai sistematisi yangi sesuaii dengani 

pokoki permasalahan,i makai dapati diperolehi gambarani mengenaii materii yangi 

tertuangi dalami kesimpulani mengenaii akibati hukumi terhadapi penolakani 

permohonani perkawinani poliginii yangi tidaki tercatat.i 

 
45 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Op.cit, hlm: 126 
46 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 

hlm. 70. 



 

 

 

V. PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

1. Bahwa hakim menolak permohonan itsbat nikah mempunyai beberapa faktor, 

salah satunya karena suami masih terikat perkawinan dengan istrinya yang 

terdahulu, serta istri tidak mengetahui perkawinan poligini tersebut. Akibat dari 

penolakan permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat, 

yaitu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila 

terjadi masalah di kemudian hari, suami istri tidak dapat menyelesaikannya 

secara hukum. Pihak yang paling dirugikan adalah itstri dan anak. Istri sulit 

mendapatkan hak atas nafkah dan harta gono gini ketika terjadi perceraian, 

karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri 

juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan jika suami meninggal 

dunia dan terdapat warisan dari suami maka istri sulit mendapatkan hak dari 

harta warisan tersebut, serta anak pun sulit mendapat akta kelahiran karena 

orang tua tidak memiliki akta nikah.  

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika permohonan itsbat nikah perkawinan 

poligini ditolak, maka pasangan suami istri dapat menikah ulang di Kantor 

Urusan Agama. Sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, itsbat nikah tidak
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dapat diterima bila menyangkut kepentingan anak karena dikhawatirkan terjadi 

penyelundupan hukum. Akan tetapi, pemohon dapat mengajukan penetapan asal 

usul anak untuk ditetapkan di Pengadilan Agama. Dalam hal penetapan asal usul 

anak diperbolehkan mengajukan tanpa itsbat nikah atau akta nikah, kemudian 

hakim akan mempertimbangkan dengan hati-hati bahwa perkawinan tersebut sah 

secara agama. Hakim akan memeriksa dari segi pengakuan oleh ayah kandungnya 

bahwa benar anak tersebut adalah hasil dari perkawinan suami dan istri yang sah 

secara agama, atau dapat melakukan tes DNA. Kemudian hakim akan memanggil 

para saksi yang dapat membuktikan kesaksian dalam perkawinan tersebut. Apabila 

saksi sudah meninggal atau tidak ada, hakim akan memanggil saksi lain yang turut 

ikut dalam menyaksikan akad nikah tersebut. 

5.2. Saran 

1. Bagi suami-istri yang melakukan perkawinan seharusnya mencatat 

perkawinannnya untuk mewujudkan ketertiban serta melindungi hak 

administrasi pasangan suami istri serta keberadaan anaknya.  

2. Bagi Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama baiknya melakukan 

edukasi terhadap pentingnya suatu pencatatan perkawinan kepada masyarakat 

agar masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya mencatat suatu 

perkawinan. 
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